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MOTTO

“Jika kamu menginginkan mutiara,
Kamu harus meningpalkan gurun
Dan tenggelam ke laut;

Dan jikapun kamu tak pernah menemukan
Mutiara yang bercahaya, paling tidak

Kamu tak akan gagal untuk meraih air”.

( as-Sam’ani )

James Fadiman dan Robert Frager al-Jerrahi ( ed.).1999: 90 mﬂahn_m Menyadi
Sufi. Yogyakarta: Pustaka Sufi
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RINGKASAN

Manusia selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama, yang dalam
bentuknya yang terkecil dimulai dengan adanya keluarpa. Kehidupan berkeluarga
itu tercipta melalui suatu perkawinan, Perkawinan, menurut pasal 1 Undang-
undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang untuk selanjutnya
disebut Undang-undang Nomor | Tahun 1974), bertujuan untuk membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Demi terwujudnya tujuan perkawinan itu, ditetapkanlah batas usia
minimum untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan dalam pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 menyebutkan bakwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah
mencapal umur 16 tahun. Penentuan batas usia ini sangat penting untuk mencegah
perkawinan di usia yang terlalu muda, yang seringkali menimbulkan banyak
masalah dalam kehidupan rumah tangga di kemudian han. Akan tetapi dalam hal
penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas, dapat meminta dispensasi
kepada Pengadilan Agama. Namun demikian, banyak hal yang menjadi
pertimbangan Hakim yang nantinya akan menentukan apakah permohonan
dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak. Berdasarkan uraian
tersebut, penulis berupaya untuk menyusun skripsi dengan judul “KAJIAN
YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR™,

Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana pengajuan permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama, bagaimana proses pemeriksaan perkara
permohonan dispensasi kawin dan apa saja pertimbangan hukum yang digunakan
Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penctapan permohonan dispensasi
kawin

Tujuan yang hendak dicapar dalam penulisan skripsi ini berupa tujuan
umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi dan
melengkapi tugas sebagai syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk mengembangkan ilmu yang

*i
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diperoleh di bangku kuliah serta menambah wawasan di lapangan, Sedangkan
tujuan khususnya adalah untuk mengetahui cara mengajukan permohonan
dispensa1 kawin dan proses pemenksaannya, seria pertimbangan hukum Hakim
dalam membenkan penetapan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang
belum cukup umur.

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat
karya ilmiah, maka digunakan metode penelitian yang berupa pendekatan masalah
yuridis normatif, sumber data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan
studi lapangan dan studi pustaka, serta apalisis data dengan metode deskriptif
kualitatif.

Hakim akan lebih dulu mempertimbangkan alasan-alasan pemohon,
keterangan-keterangan para saksi di muka sidang dan bukti-bukti yang ada, dalam
membenkan penetapan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan IHakim
tersebut harus memenuhi 3 asas, yakni asas manfaat, asas kepastian dan asas
keadilan. Penetapan permohonan dispensasi kawin tersebut harus didasarkan pada
pertimbangan yang benar-benar memberikan kebaikan dan manfaat bagi pihak
yang berperkara. Selain itu pertimbangan Hakim harus didasarkan pada hasil
proses pemeriksaan di muka sidang, serta sesuail dengan rasa keadilan.

Mengatasi masalah perkawinan di bawah umur, salah satu upaya yang
dapat dilakukan adalah mencegah terjadinya pemalsuan umur baik vang dilakukan
oleh calon mempelai maupun yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Selain itu hendaknya pemerintah lebih menggalakkan penyuluhan-penyuluhan
tentang Undang-undang Perkawinan untuk dapat memasyarakatkan undang-

undang tersebut, sehingga masyarakat lebih sadar akan hukum.

%l
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anstoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka, pemah berkata bahwa
manusia adalah zoon politikon, yakm selalu mencari manusia lainnya untuk hidup
bersama dan kemudian berorganisasi Dalam bentuknya yang terkecil, hidup
bersama itu dimulai dengan adanya keluarga (Rasjidi, 1991:1).

Kehidupan berkeluarga itu tercipta melalui suatu perkawinan, Dari Situlah
dapat diperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah
tangga yang damai dan teratur, yang diidamkan oleh setiap insan, sesuai dengan
tujuan perkawinan.

Tujuan perkawinan dapat disimpulkan dari definisi perkawinan menurut
pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan
talah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita scbagai suami
1siri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, maka ditetapkanlal
ketentuan-ketentuan batas usia mimimum  untuk melangsungkan perkawinan.
Penentuan batas usia ini dirasakan sangatlah penting, karena suatu perkawinan
menghendaki pematangan biologis dan juga pematangan psikologis dalam
memasukl  kehidupan rumah tangga.  Selain it pembatasan  usia  untuk
melangsungkan perkawman penting pula untuk mencegah perkawman di usia
yang terlalu muda, vang seringkali menimbuikan banyak masalah dalam
kehidupan rumah tangga dikemudian hari,

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor | Tahun
1974 pada pasal 7 avat (1) memberikan Ketentuan bahwa perkawiman hanya
diizinkan jika pihak pna sudah mencapai wnur 19 (sembilan belas) tahun dan
mhak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun Akan tetapi kelentuan
tersebut masih bersifat fleksibel. Hal ini tampak pada ketentuan pasal 7 ayat (2)

Undang-undang tersebut, yang morversban bahwa dalam hal penyimpangan

% f? L_Mﬁ JN
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terhadap ayat (1) pasal 7 tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan
atau pejabat lain  vang ditunjuk oleh kedua orang tua batk pthak pria maupun
pthak wamta. Pengadilan yang dimaksud ialah Pengadilan Agama bagi mereka
yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama lain,
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor | Tahun
1974

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama menjelaskan babwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan vane beragama lslam
mengenal perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam pasal 49 mengatue bahwa
perkara perdata tertentu itu meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,
wakaf, shadagah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam Dan vang dimaksud
bidang perkawinan itu ada 22 poin, dimana salah satunya ialah mengenai
[D1spensast Kawin (poin 3) sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 49 avat
(2) Undang-undang tersebut.

Seorang calon suami (muslim) yvang belum mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan calon istri (muslim) yang belum mencapai umur 16 (enam belas)
tahun apabila hendak melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari
Pengadilan Agama. Akan tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari. perkawinan
di bawah umur banyak terjadi dan pada umumnya dilakukan oleh umat Islam,
vang pelaksanaannya seringkah tidak melalui prosedur vang telah ditetapkan oleh
Undang-undang Dengan dikeluarkannva Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, dalam melangsungkan perkawinan ataupun
perkawinan  di bawah umur, khususnya bagi umat Islam, diharapkan
pelaksanaannva melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Hakim sebelum memberikan dispensasi untuk melangsungsan
perkawinan, akan lebith dulu mempertimbangkan alasan-alasan pemohon serta
keterangan-keterangan dan para saksi (calon mempelai) maupun buku-buku lain
vang dapat dyadikan dasar penetpan dispensasi kawin di bawah batas usia kawin

tersehut
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Berdasarkan uraman di atas. penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti
lentang bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin, proses pemernksaan
perkara permohonan dispensasi kawin, serta pertimbangan hukum hakim dalam
memberikan penetapan dispensasi kawin. Oleh karena itu penulis terdorong untuk
menulis skripsi tentang masalah tersebut dengan judul “KAJIAN YURIDIS
TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI
MEREKA YANG BELUM CUKUP UMUR™.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas. maka perlu
terlebih dahulu diadakan pembatasan ruang lingkup permasalahan. guna
menghindar pembahasan yang terlalu luas keluar dani jalur kerangka vang telah
ditentukan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi int termasuk dalam ruang
lingkup bidang perkawinan, yang secara khusus membahas mengenai dispensasi
untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur, dimana
undang-undang Nomor | Tahun 1974 sebagai dasar hukum induk vang digunakan
dalam pembahasan.

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai
bagaimana pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. proses
pemeriksaan perkara permohonan dispensast kawin di Pengadilan Apama, serta
bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi kawin bags

mereka yang belum cukup umur,

1.3 Rumusan Masalah :
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. vaitu -
I bagaimanakah pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama?

2. bagammanakah proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin 7

—v 4
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3 bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan

dispensasi kawin bagi mercka yang belum cukup umur 7

I.4 Tujuan Penulisan
Penulisan sknipsi inl mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu
tujuan umum dan tujuan khusus, Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi i ialah tujuan vang bersifat akademis,
vaitu meliputi
a4 untuk memenuht dan melengkapi tugas sebagai svarat vang telah ditentukan
dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada ! akultas Hukum Universitas
Jember,
b. untuk mengembangkan ilmu vang diperoleh di bangku kuliah berupa teori
serla menambah wawasan dengan melakukan penelitian langsung di lapangan
1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan Khusus yang ingin dicapar dalam penulisan skripsi ini, antara lain
vaitu
4. untuk mengetahui bagaimana cara mengajukan permohonan dispensasi kawin
di Pengadilan Agama;
b untuk mengetahui bagaimanakah proses pemeriksaan perkara permohonan
dispensasi kawin;
¢ untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan penetapan

permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum cukup umur,

L.5 Metodologi Penulisan

Penulisan skripsi ini, memerlukan suatu metode penulisan vang sistematis
guna menggali kebenaran vang dapat dipertanggungjay.abkan secara ilmiah.
sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati kebenaran yang
sesungguhnyva, Metode penulisan vang digunakan dalam penulisan skripst 1m

adalah sebagai berikut
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan vang digunakan dalam penulisan skripsi in1 adalah
metode pendekaiaii vailg bersifat yvuridis normatif yang didukung dengan data
empiris, Metode pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan masalah vang
bermaksud dan bertujuan untuk mengkaji peratuan pcrundang-und&ngan yang
berlaku dan kompeten dengan permasalahan vang diangkat dalam skripsi ini
Sedangkan data empins adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan
1.5.2 Sumber Data

Sumber data jalah asal diperolehnya data penelinan. Data ialah kumpulan
takta atau informasi vang dtharapkan dapat menunjang dalam penyusunan skripsi.
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adafah
a. Data Primer

Data primer ialah data vang diperoleh secarn langsung dar  hasil
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, vaitu Bapak Sajat, SH. selaku Wakil
Panitera, Bapak Drs. M. Solikhan. MHum. selaku Panitera Muda Hukum. serta
Bapak Sulhan, SH. MHum. selaku Hakim Pengadilan Agama Jember.
b. Data Sekunder

Data sckunder adalah data yang membenkan penjelasan mengenai data
primer yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam
skripsi in.
[.5.3 Metode Pengumpulan Data

Ada 2 (dua) metode pengumpulan data vang digunakan dalam penyusunan
skripsi inL vaitu
a. Studi Lapangan

Studi lapangan ialah metode pengumpulan data vang dilakukan dengan
cara wawancara (inferview) dan konsultasi. yakni dengan menanyakan langsung,
serta memints dokumen-dokumen pada pihak terkait di Pengadilan Agama Jember

{Soemitro, 199098
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b Studi Pustaka
Studi pustaka adalah metode pengumpulan data vang dilakukan dengan
cara studl literatur dan peraturan perundang-undangan vang berkaitan dengan

permasalahan vang diangkat dalam skoipsi ini (Soenutro, 1990:98),

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripst ini menggunakan
metode  deskriptf  kualitatif, vaitu analisis vang dilakukan dengan  cara
mengumpulkan semua data yang diperoleh. baik dan lapangan maupun dan
kepustakaan. kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang
berkaitan dengan permasalahan yang diangkat

Hasil  analisis data itu  selanjutnya  ditarik  kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif, vaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang
bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Dapat diartikan pula
sebagar suatu pembahasan vang dimulai dari permasalahan vang bersifat umum

menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:98).
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BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan perkara nomor 07/PdLp./2003/PA/r., yang penulis peraleh
dari Pengadilan Agama Jember yang telah diputus oleh Hakim Drs. ABU AMAR.
S.H., Drs. H. HANAFI ASYHARI, S H.dan H LUTHEI HELMY, SHI pada
tanggal 25 Maret 2003, maka fakta vang diangkat dalam skripsi ini dapat
dijelaskan sebagai berikut -

Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknva
alah NASABIYAH binti ADNAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS/Guru SDN, bertempat tinggal di Dusun Sambiningik, Desa Ampel,
Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. yang selanjutnva disebut sebagai
PEMOHON.

Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama
LENI FILINA ULFA binti GUFRON. usia 15 tahun dengan seorang laki-laki
bernama M. SUWITO bin MISIRAN, berusia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
dagang dan bertempat tinggal di Dusun Sambiningik, desa Ampel, Kecamatan
Wuluhan, Kabupaten Jember.

Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya ftersebut pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, akan tetapi pihak
KUA Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menolak untuk melangsungkan
pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum mencapal umw 16 talun
Sedangkan LENI FILINA ULFA dan M SUWITO telah bertunangan scjak 6
bulan yang lalu dan hubungan keduanva sudah sangat dekat, sehingga Pemohon
sangat khawatir akan rerjadi perbuatan vang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam
apabila tidak sepera dinikalikan

Andk Pemohon (LENI FILINA ULFA) berstatus perawan dan telah akil
baligh serta telah siap untuk menjadi SeOrdang IS atau ibu rumah tangea,

Demmkian pula calon suaminya (M. SUWITO) telah siap pula untuk menjadi

ah)

i

R
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seorang suarm atay kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedapang dengan

penghasilan tetap setiap hannya Rp. 20.000.- (dua puluh nbu rumah).

Keluarga Pemohon dan orang (ua calon suami anak Pemohon telah
merestul rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang
keberatan dengan dilangsungkannya permkahan tersebul, serta tidak ada larangan
bagi kedua calon mempelai untuk melangsugkan permkahan.

Permohonan dispensasi i diajukan oleh Pemohon Karena ayah calon
mempelal perempuan (Suami Pemohon) ndak diketalun tempat tinggalnva sejak 8
tahun yang lalu. Pemohon di simt menyatakan sanggup membayar seluruh biaya
vang timbul akiba perkara mi.

Pihak Pengadilan Agama Jember telah cukup memberikan nasehat kepada
Pemohon agar bersedia untuk menunggu hingga umur Anak Pemohon telah cukup
untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap berkehendak untuk
segera menikahkan Anak Pemohon dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Akhirnya, setelah mendengarkan keterangan Pemohon dihadapan
persidangan. membaca surat-surat dan foto copy sah lainnya vang dilampirkan
pada surat permohonan, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. Pengadilan
Agama Jember menjatuhkan penetapan yang amamya berbunyi :

I. Mengabulkan permohonan Pemohon,

2. Memberikan  dispensasi  kepada Pemohon wuntuk memkahkan Anak
Pemoghon bernama LENI FILINA ULFA hinti GUFRON dengan calon
summinya bernama M. SUWITO bin MISIRAN:

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biava perkara sebesar
Rp. 122.000.- (seratus dua puluh dua nibu rupiah).

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum vyang penulis pergunakan sebagam landasan yundis dan

skripst i adaliah -
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I. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

aj

c}

dj

al

b}

Pasal | -

Kekuasan Kehakiman adalah kekuasaan Negara vang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan eguna  menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila demy terselenggaranys Negara Hukum Republik
Indonesia.

Pasal 4

Ayal (2): “Peradilan dilakukan dengan sederhana. cepat dan brava ringan”

Pasal 10

Avat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebugh Mahkamah Agung
dan badan peradilan vang ada di bawahnva, dan oleh sebuah
Muhkamah Konstitusi:

Ayat (2) Badan peradilan yang berada di bawah Mauhkamah Aoung
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum.
peradilan agama, peradilan militer. dan peradilan tata usaha
negara

Pasal 16

Ayat (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili
dan memutus suatu perkars yang diajukan dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wayth  untuk
memeriksa dan mengadilinya

Ayat (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (1) tudak menutup
usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal | -

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
langga) vang bahagra dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Fsa™

Pasal 7 :

Ayat (1): Perkawinan hanva diizinkan Jika pihak pria sudah mencapal
umur 19 (sembilan belas) tahun dan pthak wanita sudah
mencapal umur 16 (enam belas) tahun

Avat (2). Dalam hal penyiripangan terhadap avat (1) pasal mi dapat
meminta dispensast kepada Pengadilan atay pejabat lain vanp
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Avat (3) Ketentuan-ketentuan mengenar keadaan salah seorang atay
kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-
undang 1mi, berlaku jupa dalam hal permintaan  dispensasi
tersebut avat (2) pasal 1m dengan tidak mengurang  vang
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6),

o i
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c)

d)

c)

f)

al

Lt

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau

membantu  melangsungkan perkawinan la 1@ mengetahui  adanva

pelanggaran dan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal Y, pasal

10 dan pasal 12 undang-undang 1 meskipun tdak ada pencegahan

perkawinan

Pasal 21 :

Avat (1) Jika pegawar pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan

Ayat (2): Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang
ingin - melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat
perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dan
penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannva.

Avat (3) Para pthak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana peeawai
pencatat perkawinan vang mengadakan penolakan berkedudukan
untuk  memberikan  keputusan, dengan menyerahkan  surat
keterangan penolakan tersebut di atas.

Avat {4): Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat
dan akan membenkan ketetapan, apakah ja akan menguatkan
penolakan tersebut ataukah memenntahkan. agar supaya
perkawinan dilangsungkan

Ayat (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang
mgin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud

mereka.

Pasal 63

Avat (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini
ialah :

a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
b, Pengadilan Negen bagr lainnya.
Penjelasan pasal 7

Ayat (1) “Untuk menjaga kesehatan suami istn dan keturuman, perlu

ditetapkan batas-batas umur dalam perkawinan™

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal |
Avat (1) “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang

beragama Islam™
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b)

c)

d)

e)

f)

I

Pasal 2 ;

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenal perkara
perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ™.

Pasal 3

Avat (1) “Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama
dilaksanakan oleh:
a. Pengadilan Agama:
b. Pengadilan Tinggi Agama”

Pasal 4

Ayat (1). “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadva atau di ibu kota
kabupaten. dan daerah hukumnya meliputt wilavah kotamadya
atau kabupaten”

Pasal 49

Ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaitkan perkara-perkara antara orang-
orang yang beragama Islam di bidang -

a. Perkawinan;

b, Kewarisan, wasiat dan hibah, vang dilakukan berdasarkan
Hukum Islam;

c. Wakaf dan shadagah.

Ayat (2): Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud aval (1) huruf'a
1alah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-
undang mengenai perkawinan vang berlaku.

Penjelasan pasal 49

Ayat (2): Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
antara lain adalah -

(1) Exn benstri lebih dard seorang,

(2) lzin melangsungkan perkawinan bam orang vang belum
berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali
atau kelwarga dalam ganis Jurus ada perbedaan pendapat;

(3} Dispensasi kawin:

(4) Pencegahan perkawinan:

£3} Penolakan perkawinan o!zh Pegawal Pencatat Nikah:

(6) Pembatalan perkawinan:

(7} Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.

(8) Perceralan karena talak:

(%) Gugatan peceraian:
(10} Penyelesaian harta bersama:

(11) Mengenar penguasaan anak-anak;
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g)

h)

1)

(12} Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan
anak bilamana bapak vang scharusnya bertanggung jawab tidak
memenuhinyi.

(13) Penentuan kewajiban memberi biava penghidupan oleh
suami kepada hekas isiri atau penentuan sualu kewajiban baw
bekas stri;

(14) Putusan tentang sah atau tidaknva seorang anak;

(15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang lua;

(16} Pencabutan kekuasaan wali,

(17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Penpgadilan dalam
hal kekuasaan seorang wah dicabut;

(18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanva padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.

(19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang
telah menvebabkan kerugian atas harta benda anak vang ada di
bawah kekuasaannya:

{20) Penetapan asal usul seorang anak:

(21) Putusan tentang hal penolakan pembenian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran;

(22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan vang terjadi
sebelum Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
Pasal 54 -
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Apama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Umum, kecuali vang telah diatur secara khusus
dalam Undang-undang ini.
Pasal 55

“Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya

suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah

dipanggil menurut ketentuan yang berlaku”,

Pasal 62

Ayat (1): Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat
alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal

tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis vang dijadikan dasar untuk mengadili,
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e,

4. Peraturan Pemerintah R.L Nomor 9 Tahun 1975
a) Pasal 3
Avat (|} “Setiap  orang vang  akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehenda knva itu kepada Pegawai Pejabat dj
tempal perkawinan akan dilangsungkan™

bl Pasal 6 -

Avat (1) Pegawai pencatat Yang menenma pemberitahuan kehendak
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syaral
perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halanpan
perkawinan menurut Undang-undang,

Ayat (2): Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam avat (1)

Pegawai Pencatai menehts pula -

4. Kutipan akta kelahiran atay surat kenal lahir calon mempelai
Dalam hal tidak ada akia kelahiran atau surat kenal lahir, dapat
dipergunakan surat Keterangan yang menyatakan umur dan asa|
usul calon mempelar yang diberikan oleh Kepala Desa atay vang
setingkat dengan ity

b. Keterangan mengenal nama. agama’kepercayaan, pekerjaan
dan tempat tnggal orang tua calon mempelai:

¢ lzin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6
ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang,-undang, apabila salah Seorang
calon mempelai atay keduanya belym mencapal umur 2| (dua
puluh satu) tahun:

d. lzin Pengadilan sehagai dimaksud pasal 4 Undang-undang
dalam hal calon mempelai adalah SCOrANg suami vang masih
mempunvai istry:

e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud pasal 7 avat
(2)1 Indang-undang:

f. Surat Kematian istri atay suami yang terdahulu atau dalam hal
perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk
kedua kalinya atay lebih:

g lzin tertulis dar Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
HANKAM/PANGAR, apabila salah seorang calon mempela;
atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;

h. Surat Kuasa otentik atay di bawah tangan vang disahkan oleh
Pegawar Pencatar. apabila salah scorang calon mempelai atay
keduanya tidak dapat hadir sendiri karena Sesuatu alasan yang
penting, sehingga mewakilkan kepada orang fain
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4

S. Instruksi Presiden R.I. Nomor | Tzhun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia
a) Pasal 2
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, vaity akad yang
sangat kuat atau mursagan ghalid=an untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya adalah ibadah”
b} Pasal 3 :
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga vang
sakinah, mawaddah dan rahmah’
¢) Pasal 15
Ayat (1): Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan
hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai
umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor |
Tahun 1974 yakm calon suami sekurang-kurangnya berumur 19
(sembilan belas) tahun dan calon istn sekurang-kurangnva 16
{enam belas) tahun
2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan 1alah pertalian vang sah antara seorang lelaki dan seorang
perempuan untuk waktu yang lama (Subekti, 1994 :23). Menurut hukum Barat.
perkawinan adalah perbuatan hukum  dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan, vang dilangsungkan dengan cara seperti yang ditetapkan dalam
Undang-undang dengan maksud untuk hidup bersama (Samidjo. 1993-83).

Menurut Hukum Adat di Indonesia pada umumnya, perkawinan itu bukan
saja berarti schbagai perikatan perdata, akan tetapi merupakan perikatan adat
sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, seperti yang
dinyatakan Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, masyarakat,
martabal dan pribadi (Tkarini, 1998:4),

[ilthat dar sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari
kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah™ Kata sikal
mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti vang sebenamva (flagigar) dan
dalam arti kiasan (maajaz). Dalam pengertian vang sebenarnya nikah (kawin)

berarti “berkumpul™ atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti najast (ar

—
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hukum) talah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebaga
suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti
perjanjian suct untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita
dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi) (Ramulyo,
1996:1). Sebutan perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dan
perkawinan, sedangkan perkataan suci sebagal pemyataan seg keagamaan dan
suatu perkawinan,

Alasan dikatakannya perkawinan merupakan suatu perjanjian ialah karena
cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yakni dengan
akad nikah dan rukun atau syarat tertentu. Alasan lain ialah karena cara
memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya vaitu dengan
prosedur talak, ataupun fassakh, syigaq dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Nomor | Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu
ialah ikatan lahir batin antara scorang pria dengan scorang wanita scbagai suami
istr dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian ini merupakan landasan
pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, oleh karena itu harus dipahami
benar-benar oleh masvarakat.

Indonesia sebagar negara vang bedasarkan Pancasila dimana yang sila
pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memilila
hubungan vang sangat erat dengan agama atau kerohaman. sehingga perkawinan
bukan saja memiliki unsur [ahir atau jasmani, akan tetapi juga memiliki unsur
batin atau roham yang sangat berperan. Dalam agama, perkawinan itu dianggap
sebagal suatu lembaga yang suci. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah
permnikahan, yvaitu akad vang sangat kuat atau mitsagan ghalidzen untuk mentaati
penntah Allah dan melaksanakannya adalah thadah (pasal 2 Kompilasi Hukum
slam)

Adanya Undang-undang Nomor | Tahun 1974, kedudukan agama
ditempatkan sebagar dasar pembentukan keluarga (rvimah tangga) yang bahagia
dan kekal. Ini berarti perkawinan vang dikehendaki perundangan nasional bukan

saja merupakan perikatan keperdataan, tetap juga merupakan perikatan
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keagamaan vang sekaligus merupakan perikatan kekeluargaan dan kekerabatan

sebagaimana perkawinan yvang dikehendaki Hukum Adat.

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Membentuk keluarga bahama erat hubunearnva dengan kelurunan, vang
juga merupakan tujuan perkawinan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak
menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat 1alah untuk mempertahankan dan
meneruskan keturunan demi kebahagian rumah tangga keluarga ataupun kerabat
dan juga demi mempertahankan kewarnisan, serta untuk memperoleh nilai-nilat
adat budaya (lkanini, 1998:6).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam ialah menuruti perintah Allah
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendinkan
rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, ada pendapat lain yang
mengatakan bahwa twyuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi
kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk
keluarga dan meneruskan keturunan, serta mencegah perzinahan agar tercipta
ketemangan dan ketentraman jiwa bagi vang bersangkutan, keluarga dan
masyarakat (Ramulyo, 1996:26), Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum [slam
pasal 3, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
vang sakmah (aman dan tenteram). mawaddah (rasa saling mencintal) dan
raftmal (rasa santun menyantuni). Pada dasamya, mti  mengenai tujuan
perkawinan vang disebutkan di atas tidaklah berbeda.

Berdasarkan defimsi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, maka dapat dissmpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang
tersebut adalah untuk membentuk keluarea (rumah tangea) vang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa IHal tm sesuai dengan tujuan
perkawinan, vaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka
suami istri perlu saling membantu dan melengkapl, agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sperituil

dan materil.

o
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1.3.3 Batas Usia Kawin

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dapat ditinjau dari Hukum
Adat, dan agama Islam dan juga dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

a. Ditimjau dan Hukum Adat

Hukum Adat, mengenal masalah perkawinan. tidak memberkan batasan
pasti usia berapa seseorang dapat melangsungkan perkawinannya Yana menjadi
batasan dalam Hukum Adat ialah sescorang vang hendak melangsungkan
perkawinan harus telah “kuat gawe” (mampu bekerja sendin), dalam artian cakap
untuk melakukan segala sesuatu dalam pergaulannya di masyarakat, mampu
mengurus sendiri harta bendanya termasuk pula keperluannva vang lain. serta
mempertanggungiawabkan segala sesuatunya (tu. Salah satu asas perkawinan
menurut Hukum Adat ialah perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wamita yvang
belum cukup umur atau masth anak-anak. atas izin dan persetujuan orang tua
(Hadikusuma, 1977: 71),

Ketentuan dalam masyarakat adat, seorang anak yang telah mampu
bekerja sendini dianggap telah dewasa meskipun usianya belum mencapai 21 (dua
puuh satu} tahun. Pada masyarakat adat, umumnya scorang anak sudah mulai
bekerja pada usia 14 tahun, 16 tahun atau 20 tahun. Jadi seseorang yang telah
berusia lebth dari 21 (dua puluh satu) tahun belum tentu dianggap telah dewasa
untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan
b. Ditinjau dart agama Islam

Agama Islam ndak membenkan ketentuan vang tegas usia berapakah batas
kedewasaan sescorang untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apama lslam
hanya menyebutkan kata “balaghun nikah”™ yang berarty telah akil baligh (sampat
waktu) untuk menikah

Agama [stam menjelaskan bahwa seseorang yang telah sampai waktu
untuk mentkah ialah mercka yang telah akil baligh, dimana pria diandam wenean
telah datangnya mimpi melakukan senggama dan wanita ditandai dengan telah
datangnya menstruast atau haid ( Samsuri, |990: 3).

Setiap orang mengalami tanda-tanda akil baligh 'm Lerbeda-beda, ada

vang cepat, ada vang lambat tergantung pada keadaan biologis, lingkungan,
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kehidupan sosial, ekonomi dan sebagainya. Tanda-tanda akil balich dialami pria
rata-rata pada usia 17 tahun, sedangkan pada wanita akan dialami rata-rata usia [3
tahun, 14 tahun atau 15 tahun,

¢. Ditinjau dan Undang-undang Nomor 1 Talun 1974 Temang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nom r 1 Tahun 1974 menentukan bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapal umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapal umur 16 (enam belas) tahun
Sedangkan pasal 29 KUH Perdata menetapkan bahwa seorang jejaka yang belum
mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun, sepertipun seorang vadis yang
belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tak diperbolehkan mengikat
dirinya dalam perkawinan.

Penctapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk
perempuan  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih  tingmn
dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat baik dalam ordonansi maupun
dalam KUH Perdata. Usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan
tersebut diangpap telah memberikan jaminan terhadap kebahagiaan rumah tangga
dan keluarga vang nanti akan tercipta dari suatu perkawinan. Batas usia tersebut
kiranya dianggap cukup jika dilihat secara fisik maupun secara mental atau
kepnwaannya.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganul prinsip bahwa calon
suamt istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsunekan
perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan batk selamanya
tanpa harus berakhir pada perceraian, dan Juga agar dapat memperoleh keturunan
vang baik dan sehat Dapat dikatakan, ditetapkannva batas-batas umur untuk

perkawinan 1alah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

2.3.4 Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan vang dilangsungkan oleh

mercka yang dianggap belum cukup umur oleh Undang-undang. Pasal 7 ayat (1)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanva mengizinkan dilangsungkannya

perkawinan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan

’
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pihak wanita sudah mencapai wmur 16 (enam belas) tahun. Apabhila perkawinan
dilangsungkan, dimana mempelai pria dan atau mempelal wanita berumur kurang
dan ketentuan Undang-undang, maka perkawinan itu termasuk perkawinan di
bawah wmur, Jadi, perkawinan di bawah umur ialah perkawinan vang dilakukan
pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan di bawah 16 (enam
belas) tahun bam wanita.

Tujuan  ditetapkamnya batas usia  mimimum  untuk melangsungkan
perkawinan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannva, selain
itu diharapkan pula dapat mencegah berakhimya perkawinan akibat perceraian
karena kurangnya kematangan biologis dan psikologis. Dalam penjelasan umunn
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa untuk menghindari hal
tersebut, harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri vang masih di
bawah umur.

Ketentuan batas usia perkawinan itu juga dikarenakan perkawinan dinila
memiliki hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Batas umur untuk
kuwwin yang lebih rendah bagi seorang wanita mengakibatkan laju kelahiran yang
lebih tinggi, oleh karena it Undang-undang Nomor | Tahun 1974 dalam pasal 7
ayat (1) menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bag wanita.

vakm 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

3.5 Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah dispentatie, vang
berarti pembebasan, penyvimpangan dan sesuatu peraturan (Sunorangkir, dkk.,
1987:39). Secara hukum, dispensasi dapar diartikan sebagar penyimpangan atau
pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun
Undang-undang vang semestinya harus berlaku secara formil {Puspa. 1977:321).

Berdasarkan pengertian dispensasi di atas. maka dapat disimpulkan bahwa
vang dimaksud  dengan dispensast kawin ialah  suac penyiunpangan - alai
pengecuahan  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  atau Unduang-undang

mengenal perkawinan yang scharusnva berlaku secara formil

e
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Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dispensasi
tethadap perkawinan dapat dimintakan kepada Pengadilan. Penpadilan yang
dimaksud dalam Undang-undang tersebut ialah Pengadilan Agama bagi mercka
vang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama selain Islam.
Inspensasi kawin ini dapat dimaksudkan sebagal Dispensasi Pengadilan Apama.

Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan vang berupa dispensasi
untuk calon suami yang belum mencapal umur 19 (sembilan belas) tahun dan atau
calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, vang dikeluarkan

oleh Pengadilan Apama (Sudarsono, 1991:26),
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara menveluruh terhadap permasalahan yang

ada dalam skripsi ini. maka dapat disimpulkan sebagai berikut -

!

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan setelah ada Surat Penolakan dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku Pegawar Pencatat
Perkawinan,

a. Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua
orang tua pthak-pihak yang perkawmannya ditolak oleh Pegawai Pencatat
Perkawmnan untuk dilaksanakan;

b. Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama vang
daerah hukumnya meliputi wilavah tempat tinggal Pemohon atau tempat
kedudukan KUA Kecamatan vang mengadakan penolakan terhadap
perkawinan tersebut;

¢ Prosedur pengajuan permohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama
pada dasarnya sama dengan prosedur pengajuan permohonan yang
lainnya. yaitu diproses di Kepaniteraan Permohonan, vang akan didaftar
pada Buku Register setelah panjar biava perkara dilunasi. dan selamutnya
Pemohon menunggu panggilan dari Pengadilan Agama untuk menghadiri
persidangan.

Proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin sedikit berbeda

dengan proses pemeriksaan perkara gugatan, vakni tidak ada tahap jawaban

tergugat. replik dan duphk dalam proses pemeriksaan perkara permohonan

Namun demikian, upaya perdamaian tetap dilakukan oleh Hakim dalam proses

pemeriksaan di persidangan meskipun tidak ada pihak lawan. Tahapan proses

pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dapat dinnc sebagai
berikut

| Panitera Sidang mempersiapkan sidang.

b

Ketua Majelis Hakim membuka sidang;
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I.l.l

Ketua Majehis Hakim menanyakan 1dentitas Pemohon:

4. Anjuran dama.

LY,

Pembacaan sural permohonan:

. Pembuktian:

1. Kesimpulan pihak Pemohon:

8 Majehs Hakim mengadakan musyawarah;

Y Penyampaian penetapan Hakim

fad

Pertimbangan Hakim dalam membenkan penetapan permohonan dispensasi
kawin, selain didasarkan pada hukum vang berlaku juga harus memenuhi tiga
asas. vakm asas manfaal, kepastian dan keadilan Penetapan permohonan
dispensasi kawin tersebut harus menberikan kebaikan dan manfaat bagi
phak-pihak yang berperkara, juea harus didasarkan pada hasil proses
pemeriksaan yang telah dilakukan. serta harus sesuai dengan rasa keadilan

bag semua pthak

4.2 Saran

I. Kepada masyarakat baik yang di pedesaan maupun vang di perkotaan
hendaknya menunggu umur anak-anaknya cukup untuk dapat melaksanakan
perkawinan, mengingat perkawinan di bawah umur seringkali menimbulkan
banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari:

2. Diharapkan aparat pemerintah  dan  tokoh-tokoh masyvarakat  lebih
menggalakkan penyuluhan tentang Undang-undang Nomor | Tahun 1974
Tentang Perkawinan untuk dapat memasyarakatkan 1/ndang-undang tersebut

sehingpa masyarakat lebih sadar akan hukum:

Led

Dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin, hendaknya Hakim
lebth hati-hati dan tidak mudah memberikan dispensasi kawin kepada
pemohon. Sebagal bahan pertimbangan [Hakin dalam memberikan penetapan
dispensasi kawin, alasan-alasan pemohon dan fakta vang ada harus benar-

benar diteliti.
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DEMI EEADILAN B DASARFAN TETUBANAN YANG 4 AN ESA

Pengadiian Apama Jember vane memenksa dun weneadih perhira perdata pada
tinghat pertama dan reludy memberik penziapm i periien pennehionan ispenzas

Fomw i terselant dilsawali 11

Pengadilan Acunim 12rae|n

Setelah membach <ury pernuolionag titaizanl 10 Maret 2003 dur

SASABIVAH binti ADNAN wmnie 58 ndugy wesmm el pekorpat, PRSGum
SDN, wopat tingeal di Dusen Sambivineiis Desa Aingrel Fedmoman Walihan
Fabupaten Jember. selanjutnva dissbut PERIOHON.

vang pada pokolarea berbunyi sebagsi borilas

Balwwa Pemohon hiendal menikaliban annk: kancdung Pemelion LENI [TLINA

el
ULFA biati GUPREN. hneeal badie 22 Maret 1959 G 15 timmd Azan [=lan,
pelierjaan tdal bekerja, tompat tnaesd A Duson Subvriosile Desy U TEE R oS R T
Witlalsan. Fabupaten Jewiber, depean calon sl M SUWTTO B MISITAN,
23 lahune Agema sl pebormun dasane, 1emos Hoeeal i Drsen Samplarmeik, Desa
Ampel. Eecamatyn Woloha Fabupatzn Jamber vang akan dilsksanahon day dicorzibn

el'a

-
=)
)

i hadapan Pegawawr Ponesral Mith Fanior Divisi) R
Eabupaten Jewmbe

Badwwva svams-sviai il e ke sileg) el wereabil Bhah meetel
keteutitan. Tiwkum Tsiam  nadpen peratn an permciane-undanesn sane Laclalay islah
terpenuin kecuali svarm usin baey assk Penhon vt Bshin ansnei sl w16 i
Namian perkalon srsebat sunent mendesad il teiap dtlaneennann knreni kesualva
telali bertunanenn s2pak & bodan vane laln debane Eedlannyy <uduh <o dornkisn =1 witva;
séinnggu Feriohon saneal idusatti sdua terjud peiiiintam wane thilsisimie aleli Eatontimn
Dk stz apabinla tlak seesra dimilidiln

Bahwa anban aaak Panohios dan ealan sHatbng lerseinl il ada s
et bbbz penmkalon

Haboog anai Pemmohon barcianis perasean  dihy (=hal sl hatig serlq sudah Wby

il e seane aen dant i e sk bicku Heeiting colon 2

\:!Il:!:.d.l :‘:lﬁl:l 1]1!];] iu;hr.i: Ei:lt"'-':ji'!'-_h '.'L::D'l—ﬁﬂg ELL:UEi. ‘.i:dl.: At Ir--til-":h!:i _E.;:g”;_;.“gﬁ =T ;ﬂm:
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bekerja zebagni dage deneun ponchusilan elays Setisp maanva lp 20000 - (il gl
ribvy mupanh )b

Babwa keluarga Pemichon dan wrone wa calos suard aiide Pemolion telaly
terestul rencana pamikadian tereebut dan tdal ada pihak ketiga lainava vane keboruan
atas berlangsunenva permikaban tere=bur,

Bahwa Pemohon tneneapikan permchiosan i karena avah culon mempelas

perempuan (Suain Pemiolion) sepab 8 tuluim vane Lalo sdads diketadn temapat 1

s f o e
LT

Balvwa  TPemohon saneeup msmbayar =ehiah bisva yaoe Gl aliilait parkees
int.

Berdasariam Lal-hal tersebit di ams, Ponolon mehon azar §osma Penandilan
Agama Jember segera memeriien dun mencadill peckas int sshwpoies menjandidon
penetapan vang amamva berlunng sebaza) berikul
Primair :

1. Mengabulkan permohionan Peniohon

2. Menetapkan, memberikan  dispensast  hepady  Pomichon  smmik momimllae anlk
Pemohon LENI FILINA ULFA bisn GUPFRON densml caion susmmipnn bemary M
SUAWITO b MISHRAN.

3. Membebankan biava perkara kapada Pemshon

Subsidair

Atau mohon putusan vang <end:-adiing

Setelah  mendengar  deterangan Pemchion i loddapun persidasesn  vans
menyatakan tetap pada permolonass a.

Selelah mendengnr keleransan Auak Pomobon & hadapnn persidonsnn ving
mienvatalk
I Baliwa benar 1o adalah anal Peotobon dilan perkasainy e dengesy GUFRGON, yane

labsir pada tasesal aluy 23 Mot 1988 (w12 tabun

1. Bahwa benar Anak Pemohon tolaly hortmsg, feaean’ Calon St sl 6 Paian,
dan zegera akan plasesunelan perian
d. Bubwva antura Asak Pemwchen dan Culon Susr udal osdd bimesn ol

neelidzsanaban peninkid s
4. Babwa Anak Pemwohon berstans perawsn dun i=iabsdal balieh da borsedin wuk,
bertanggine pwval sehneaimmime bvidalvy seorime istert daratag by pnusal tanesn
vang batk g
Satelah mendengan  heterancnn Cubn Saumi d hadapen  persidanen vang
ntenyAtakay
L Balwy Do Calon Duan wilulali ssorang pedufiane valg saat ni telal bergimm 23

fshna

Tr)

————
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2, Bahwa Lesar Calon Sunmi telal menjatin hibanza denenn Ak Pononoat selimnn 6
bulan, Calon Susmi nictnang sgat meneinial Ansl Pemohon den bersedia menikah
dengan Apak Pemobon seata akan beptanesanz jawab sebasaimana favalvn svorans
suann dans ata kepala romal tangea vang bath:

3. Babwa Calon Suaunt sas fin sudaly bekorys denean penghasilan R 20 G < perlion

4, Bahwa antarn  Asak  Pomchon dan Calon Summi tdak  adea laranem  ustik
melaksanakan permikaban.

Setelah membaca surat-swral dan fote copy sl lainmva vane dilmapeckan padda
surad permolionan tersebut berpa -

L. Swat Feterungan untuk Niksh ataz pans LEN] FILIANA ULFA dari Fopala Deen
Ampel. Heeamatan Walthan, Fabupaten Jeomber tugs taneeal Somer (7520
ISEI022005. (P1)

2. Surat Fetevanzan asal wsul atas i LESNT FILLANA BLEA dan Feepaia [esn Al
FEecmnatan Walnhan, Fabupuien Jember tanpa taneesl Nomey 274 37 /333 032003
(P.2)

3. Surar Eetsrangan orane tia atas nama LENI FILEANA ULFA dart Flepala Desa
Ampel. Fecamatan Wuluhan, abupatey Jember aipa taneenl Naner 474,22
533.02:2003. (P31

4. Surat Feferangan tewrang wali siing nama LISST FILLANA ULFA dari Fepala Desn
Ampel. FEecamatan Wuolvhan, Fabopaten dember dzpa tanceal Sowmor 474 2epoy

S33.0ANGF: (1)

L]

- Surmt eteranean wih Nk sing pama M SITATTO dary Mepals Dess Ammnzl,
Eecamatan Wulvhan. abupaten fomber tanss timgas! Nomor 174,201 173853 0272003
(P51,

6. Sure Feisranean asal wsul ot fimas XD OBEWITG dany Eapadz Dess Al

: s i e sl A

Fecamatan Wulvhan, kabupaten lember tpn foneea! Nomor |

(P.6)

=

- surat Feterancan orang A atie o M SUWITY dad Fepaia Dosa Smpel.

- -

Fecamabiin Wultuhan: kalmipaten Jewbar tanps bacosl Nowmos 478 X0 2833 0203
(BT
Setelal mendenesn Leterancein sabs==aks| vaitn
Saksi L ¥, ITASRI bin [ EOMDL v 36 1ahin aeama Isfam, pekerien v tempat
tmggal di Dusun Sambirmeth. beesa Ampel. Ezeamaran Wulnhian, 1aluipaten
Terber.
di hadupan persidanenn yane bersanslalun memberkan keteranean dibavenls <unpibingg

F-:'.*lm-::'ul ikt -

- ——
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- Balwwa sakisr adalal aval dur Calot Suama dan tedal Bepal o 7T T LT B PP I e T

|

anak Pemohon,
2, Balvwi bepar Anal: Fenchon telnh maaim imbunean dapean Calon Suard <olmma &
bulan  den telah bt*!T:l.sE:{]lgml, i Dornmabsned  upead 2 st ] 1||5?:-._-!-__'=_~'1|1:_1.‘J';11:L

perkawinan

LY

- Balwa saksi selada aval Calen Summd pernall meriberkan madal Leripa siwah '
batn  kepada Calon Suami’ cune linsiliva bisa dipreunakan  aniuk  wncakip
keperinan bersan calon isteriava

Sakst IL MUHANMMAD fap BUSNL w13 il deana Tefam, pebsrpem o

besra. tempwt noegal  dr Dism Saedbwmodks Desa juapel  |ecammtan
Wuluhan, Fabuparen Jepber,

di hadapan persidancan e Dersanhuan maimib=iian botsrmem dibas b srnpalE

sebaga bertkut :

1. Bahwa sabsi telah kenal deiean Peptolion. Somds Pereohon dan Calon Samnn 281TA

tidak ads hubungan keluares donens mereka

.

Balwa venar Anak Pemohon t2iah wmenjahin bubinnesn dmm Culon Sy sodmna 6

bulan, dan bermakemd el severn melanesunckan perhasiamn, st telals dapa
dilaksanalan  karena  Anak  Peshon  Loling ctibarp e antek e baosaekan
perkawinan sesuni dengin ketentitan Unidanz-smidans. sehingen Dares  mendipstkam
dispensazt darr Poneadilin
i. Balwvn Pampohon sanes! inenchlsnvutivkan anters Anstl Tomohon dun Culoi S,
rerjad:  hal-hal wae ddall diseinkan eled Bacena i Pemolion EEER A T R
pramohonan agar mendapakan Hipeusas uphil peluesaneloan PRAFRALTAN Wi
Anak Pemohos denean Calon Sieang iorsatip
Memmbang. balwen Pemadiog bovdasniban by P2 dan B3 berivinpal finzsal &
daeral hukum Pencadilan Seamn fanbar. maka sesusi denean pasal 7 oavar (21 dan (R
Undane-undang Nomor | talun 1274 thbae Petliansain, fisvkarn i awdalal tikeidn
wewenane Peneadilun Arsunn Jombe
Menmbane bahwa Suami Pesohon tetah meninesalia lempal oveal Bersaita
detigan Penohion ssiak 8 talin ol sidat oibstadind sl setpnes Db TRRTAY
wenymakan kebondabon, maba secom denew prad 7 s 234 dan 03 Undanescine
Nomor 1 tahun 1974 temane Perkawinan, pespolionsn dapal dinivos oloh Pemolion
selaku arang tua vae maspn e il kebendalmva, _

Memmbiang babewn Pernolion bermakend mislandsaunstan posikiss itn ataan Aand

i

Pemobion ot Calon Swtat ot lwrdasark o a1 1. PIY dan P orennan wgal
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Jtka Anak Pemolion sehagm Calol s telad e

Cemehon behan miencapas) wmar 16 talion sesum dencan etentisn pragal 7 osmvat (1)
seliigan diperinkan dispensasi dan Pengadiing

Mengabane balssa Berdaza boin-bnl-bad torsalny &owtne Thidae llan mase i
falde i persidanemn vane pada pokekiva fareun bedus Leluh pifed, telak berbubunean
selami 6 Ludan dan telah Beptunsnean. terdapat kelduovativan Pemohon. akun el
pergantan diluar batay yang dibnng oleh asammee jika tdak segery  dilangsunghin
perkawingin aitarn Ausk Pemchon dan Calon Susei. don bellisvatives  tersehn

dipauidane culp beralasan

Memmbang baliwva vtk memperalsh bamasiahnan dalan perbe i sdalad

i razanvn st haling tdak elsh
berumur culap menurs Retentvan Undane-chie. i deniboas bedaearisn fiat-ll
tersebut diatas, untul weuohid hetaifsadatin, pevenvinan antren st Pomation

Calon Suanr adalal Lbib diwdamakion cegmn denenn Qo idal Fraliesh v bephany

Kl

Pl e e i
- - -
Artineva Menoiay semciicdotgr Y dduiah Ievh gtare dur pada FTEnOTTA

temaslahatar,
Aemmmbane babwn olel Bona patann v temmaaak dabun bidois PR UL
berdasarkan pasal 82 aval (1) Uslangandivee “onor 7 tabun 1985

irpsine Derndilan

Againa, b perkara dilsebankan fepada Pamahion

1o Meangabulkan periohonan Faiiadion,
2. hemberilan {Ii."]}a‘ll:'-.'il.‘-i |-Z-.';.h':|in Pemabmgy ninil; mombalilong Ael Fomohion et

LENT FILTTA ULFEA byuth Sibrmesy dengim culon sumniney bermune 3 SUVWTTS

b MISIR AN

Lid

Aembebankan  kepuida 1o

vl anewbava brava petburn scheswr Gp

F2 20000 = (saratus i prankady s g g iaded

Detinitzn putuzan i dveniliian o Feralesp paedn Bat Seldsn Taficsnl 25 Nbuc

¥
e Eriddeg RdlIERTRE ol 2oel) G NIeD T

2003 Maselu, bedtepatan degein tineeal 22 Mubarmn 1023 Hipreah, obel bony fies

ABU AMAR SH. ssbacar Halim iloma Magshi=, D 1], HANAFL ASYIAR! 815 o

H. LUTHFT HELMY S misisiheameing celiaiay Ml Atgenia, deaga) dibants oteh

ALIEF THLEILA LH sebaem Masteiz Penveant
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Lr % Iy b4 o Ihma Fics e e tars A } . ) et i

FAUGIAN PEAA a0 fa gugs awapkan clzh Halon Mehin rerzebnt datam sicang
Bl R - | Fpg ettt Ly ~ iy KRR R (A=k r - = H
feroika uRhe i wang dilvidi olell pars Halilin Ansosin. Manilera  Penzaeait,
.

Pentehon. anak Pemobion don Caten Suasuya
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PANTTEXCAIPENGGANTT
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Parincian biaya pertinra :

L. Pangolan Ry 0,060,
2

3.

._!_
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Tumbiah Rp 22600 -

A4



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN 1]



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

/Z&P5 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SRR UNIVERSITAS JEMBER

CPUNG PARON PIUS, S.H.. 5.
NIF, 130 808 985

Tembusan Kepada :

T~ |
LR R I 1
S FAKULTAS HUKUM
\;‘_"#‘“EEQ}' I Kahmantan 37 Kampus Tegnlhoto Koral: Pos 8 Temher #2171
e 210331 ) 355467 = I8 M 350982
Romor 6oy Z5.LUTY S 2008 sember. 26 Pebruard 2004
Lampiran
Feritial PN S LT s - i
“'i Ketua Pengadilan Agama Jember I
Ak
JEMBER
Dekan Fakultas Hulum Universitas Jember bersama my dengan hormat \
menghadaphan kepada Saudara seorang mahasiswa ° I
Nama  SAYIDAH FARIDAH DAHA
™ ;
= 000710101207
Frograng 5 1 Tmo Hukuam
Lt ;
dl. Java II No, 21 Jember, I
Reperluan 7 Konsultasi lenlang Masalaly ;
HEFriu wid Wtast Lelilaiyg lyis "Ka:} I'urid.is TE.’I.'L Y
Penatapan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Me=
rekta Yang Belum Cukup Umur,.
(Studl Parkara No.07/Pit, P/2003/Phadre )y
Hasl konsuliasl ind digupehan untule miclenghapi bahan penyvusunan
Skripsi.
Atas hantuan dan kerjasama vang baik kaod uozplan terimakasib,
D=lian

s ¥ith, Ketus Ragian Rejurg - Perdatng

*  Vang versaigkulan
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PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
JEMBER

SURAT KETERANGAN
Nomor: I’ai.lm"?.l’T],.ﬂﬂ."r_?g;: 2004

Menerangkan dengan sebenamya bahwa scorang mahasiswa

Liniversitas Jember

Nama : SAYIDAH FARIDAH DAHA
NPM : 000710101207

Fakultas : Hukum

Jurusan : llmu Hukum

Program o |

Berdasarkan Surat Penclitian Nomor @ 694/125.1 1/PP.9/2004 tanggal 06
Desember 2003 yang bersangkutan sudah melaksanakan konsultasy/
Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan -

“KAJIAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG BELUM CUKUP
UMUR ( Studi Kasus Hukum Perkara Nomor:7/PdLPR2003/PAJ )™

Demikian surat keterangan im dibuat unk dapatmya dipergunakan

sebagaimana mestinya.

_,__af*'-'-";fi':li‘m\b_g'.i'_ 10 Maret 2004
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SRMACHSAN YUSUF, SH.MHuny
SEETNP 150 183 037
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